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I. PENDAHULUAN
Tul�san �n� berusaha mengkaj� 

kewaj�ban dar� pengusaha, untuk memenuh� 
kewaj�bannya kepada para pekerja, 
sebaga�mana tertuang dalam peraturan 
mentr�. Dengan menggunakan metode 
normat�f, kaj�an �n� akan menunjukan 
kewaj�ban pengusaha, sesua� dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur relas� antara pengusaha dan 
pekerja. Dengan mengamb�l stud� kasus 
Bal� Safar� dan Mar�ne Park, yang terletak 
d� Kabupaten G�anyar, Bal�, akan d�tunjukan 
signifikansi dari kebijakan peraturan, berikut 
hak yang menyerta�, dan kewaj�ban yang 
melekat dalam relas� �ndustr�al.

Bal� Safar� and Mar�ne Park yang 
lokas�nya d� Kabupaten G�anyar  adalah 
salah satu lembaga konservas� d�bawah 
naungan PT. Taman Safar� Indones�a 
yang mempunya� fungs� utama sebaga� 
lembaga konservas� yang melakukan 
penyelamatan satwa yang terancam 
punah  karena  kerusakan hab�tatnya, guna 

menjaga kemurn�an genet�c, sebaga� sarana 
pend�d�kan, penel�t�an, dan rekreas�, yang 
mempunya� m�s� dan v�s�, m�s�nya adalah 
mengenalkan dan melestarikan flora dan 
fauna dun�a, menemukan kembal� kerusakan 
alam, men�ngkatkan kesejahteraan h�dup 
manus�a dan alam, mengh�bur orang banyak, 
sedangkan visinya menjadi taman flora dan 
fauna yang unggul dengan mengupayakan 
keg�atan pelestar�an yang berkelanjutan (to 
be the leading wildlife park by promoting 
sustainable conservation, education, 
entertainment and recreational activities). 
Berdasarkan Peraturan Mentr� Kehutanan 
No 52/Menhut-II/2006 tentang lembaga 
konservas� mengatur 11 lembaga konservas� 
antara la�n: 
1. Kebun b�natang, adalah suatu tempat 

atau wadah yang mempunya� fungs� 
utama sebaga� lembaga konservas�

2. Taman Safar�, ya�tu kond�s� alamnya 
d�buat sedem�k�an rupa seh�ngga 
mendekat� hab�tat asl�nya.

3. Taman Satwa, ya�tu kebun b�natang 
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yang melakukan upaya perawatan 
dan pengembangb�akan terhadap jen�s 
satwa.

4. Taman satwa khusus, 
5. Pusat lat�han satwa khusus.
6. Pusat penyelematan satwa
7. Pusat rehab�l�tas� Satwa.
8. Museum zoology.
9. Kebun botan�.
10. Taman tumbuhan khusus.
11. Herbar�um, lembaga penel�t�an 

yang mengkoleks� berbaga� jen�s 
tumbuhan.

 Mas�ng-mas�ng lembaga konservas� 
mem�l�k� beberapa cr�ter�a seh�ngga 
d�sebut dalam jen�s kebun b�natang 
atau taman safar�.
Pembangunan konservas� t�dak saja 

menjad� tanggung jawab pemer�ntah dalam 
hal �n� Departemen Kehutanan saja, tetap� 
juga memerlukan dukungan dan peran 
serta para phak (stakeholder). Dengan 
dem�k�an d�butuhkan adanya kerja sama 
(joint) dan kem�traan partnersh�p) dengan 
lembaga lembaga la�nnya serta lembaga 
non pemer�ntah d�dalam maupun d�luar 
neger� guna mendukung upaya konservas� 
(pelestar�an) berdasarkan semangat sal�ng 
menghormat�, sal�ng percaya, berbag� 
tanggung jawab seh�ngga bermanfaat yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Dampak dar� adanya Bal� safar� and Mar�ne 
Park �n� terl�hat adanya pembangunan 
sarana dan prasarana kepar�w�sataan (tempat 
peng�napan, rumah makan, tempat h�buran) 
seh�ngga meluasnya peluang usaha bekerja 
dalam berbaga� b�dang masyarakat t�dak saja 
bekerja sebaga� petan�, tetap� sudah bekerja 
dalam bebaga� sektor (sebaga� pegawa� 
hotel, pelayan restaurant) yang banyak 

bekerja d� Bal� Safar� and Mar�ne Park. 
Bag� Pemer�ntah Kabupaten G�anyar juga 
membawa keuntungan dengan adanya PHR 
(Pajak Hotel dan Restaurant)

Pekerja/buruh yang bekerja d� Bal� 
Safar� and Mar�ne Park berjumlah 189  
Perempuan  dan 448 lak�-lak� sesua� dengan 
data per apr�l 2014 d� perusahan tersebut, 
khusus untuk pekerja perempuan pengusaha 
waj�b menyed�akan angkutan antar jemput 
yang berangkat dan pulang bekerja antara 
pukul 23.00 sampa� dengan pukul 05.00 (v�de 
Pasal 76 angka (4) Undang-Undang No 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LNRI 
TAHUN 2003 NOMOR 39 TLNRI NOMOR 
4279 selanjutnya d�sebut UU No 13 Th 
2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 
1 angka 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan d�sebutkan ketenagakerjaan 
adalah segala hal yang berhubungan dengan 
tenaga kerja ba�k sebelum, selama, dan 
sesudah masa kerja. T�ndakan �n� menunjuk 
sesua� dengan falsafah Pancas�la terutama 
pada s�la ke dua ya�tu Kemanus�aan yang 
ad�l dan beradab, dan t�dak bertentangan 
dengan hak asas� manus�a. Perl�ndungan 
hukum d�ber�kan kepada masyarakat 
pencar� kead�lan, terutama masyarakat 
yang berada pada pos�s� lemah, ba�k secara 
yur�d�s maupun secara ekonom�.  Padahal 
pembangunan nas�onal d�laksanakan dalam 
rangka pembangunan manus�a Indones�a 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indones�a seluruhnya untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, ad�l, makmur, 
yang merata, ba�k mater��l maupun sp�r�tual 
berdasarkan Pancas�la dan Undang-
Undang dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945. TAP MPR No.II/MPR/1998 
tentang Gar�s-Gar�s Besar Haluan Negara 
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d�cantumkan sebaga� ber�kut:
Wan�ta sebaga� warga Negara 

maupun sebaga� sumber daya �nsan� 
pembangunan, mempunya� kedudukan, 
hak dan kewaj�ban, serta kesempatan yang 
sama dengan pr�a untuk berperan dalam 
d� segala b�dang dan t�ngkatan. Peranan 
wan�ta sebaga� m�tra sejajar pr�a d�wujudkan 
melalu� pen�ngkatan kemand�r�an peran 
akt�fnya dalam pembangunan, termasuk 
upaya mewujudkan keluarga ber�man dan 
bertakwa. Kwal�tas kedudukan wan�ta dalam 
keluarga dan masyarakat serta peranannya 
dalam pembangunan perlu terus d�pel�hara 
dan d�t�ngkatkan serta perlu d�dukung oleh 
keluarga dan masyarakat seh�ngga dapat 
member�kan sumbangan yang sebesar-
besarnya bag� pembangunan bangsa dengan 
memperhat�kan kodrat serta harkat dan 
martabatnya.1

Dalam pelaksanaan pembangunan 
nas�onal, tenaga kerja mempunya� peranan 
dan kedudukan yang sangat pent�ng sebaga� 
pelaku dan tujuan pembangunan, sesua� 
dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 
d�perlukan pembangunan ketenagakerjaan 
untuk men�ngkatkan kwal�tas tenaga kerja 
dan peran sertanya dalam pembangunan 
serta pen�ngkatan perl�ndungan tenaga kerja 
dan keluarganya sesua� dengan harkat dan 
martabat kemanus�aan.  

Perl�ndungan2 terhadap tenaga 
kerja d�maksudkan untuk menjam�n hak-
hak3 dasar pekerja/buruh dan menjam�n 
kesamaan kesempatan serta perlakuan 
tanpa d�skr�m�nas� atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 
dan keluarganya dengan tetap memperhat�kan 
perkembangan kemajuan dun�a usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan 
harus d�atur sedem�k�an rupa seh�ngga 
terpenuh� hak-hak dan perl�ndungan yang 
mendasar bag� tenaga kerja dan pekerja/
buruh serta pada saat yang bersamaan dapat 
mewujudkan kond�s� yang kondust�f bag� 
pengembangan dun�a usaha. Pembangunan 
ketenagakerjaan mempunya� banyak d�mens� 
dan keterka�tan. Keterka�tan �tu t�dak hanya 
dengan kepent�ngan tenaga kerja selama, 
sebelum, dan sesudah masa kerja tetap� juga 
keterka�tan dengan kepent�ngan pengusaha, 
pemer�ntah, dan masyarakat. Untuk �tu 
d�perlukan pengaturan yang menyeluruh 
dan konprehens�f, antara la�n mencakup 
pengembangan sumberdaya manus�a, 
pen�ngkatan produkt�v�tas dan daya sa�ng 
tenaga kerja Indones�a, upaya kesempatan 
keja, pelayanan penempatan tenaga kerja, 
dan pemb�naan hubungan �ndustr�al, Hal 
perl�ndungan yang ka�tannya dengan 
kewaj�ban peyed�aan angkutan antar jemput 
pekerja perempuan pada malam har�, yang 
merupakan hak-hak normat�ve pekerja/
buruh,  

1 Tap MPR RI. 1998 Beserta Susunan Kab�net 
Pembangunan VII, 1998, Cet Pertama, Applo, 
Surabaya, hlm.168.

2 Member�kan pengayoman mel�ndung� hak-hak 
pekerja.

3 Hak merupakan kehendak dengan kekuatan, oleh 
Bernhard W�nsche�d dengan Wilsmacht Theory  
dalam R. Soeroso. Berdasarkan teor� �n� merupakan 
suatu kehendak yang d�lengkap� oleh kekuatan yang 
d�ber�kan tata hukum kepada yang bersangkutan, p�hak 
yang bersangkutan d�maksud adalah subyek hukum, 
seh�ngga subyek hukum sebaga� pendukung hak dan 
kewaj�ban, oleh sebab �tu hak yang d�m�l�k� oleh 
set�ap subyek hukum t�dak dapat d�rampas kecual� tata 
hukum yang member� hak �tu menghendak� h�langnya 
hak yang d�m�l�k� oleh subyek hukum. R Soeroso, 
1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.275.

Vol. 4, No. 3: 565 - 574



568

Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)

Adapun hak-hak normat�f pekerja/
buruh mel�put�:
1. Hak kesempatan dan perlakuan 

yang sama, set�ap tenaga kerja, 
mem�l�k� kesempatan yang sama 
tanpa d�skr�m�nas� untuk memproleh 
pekerjaan.

2. Set�ap pekerja/buruh berhak 
memproleh perlakuan yang sama tanpa 
d�skr�m�nas� dar� pengusaha.

3. Set�ap tenaga kerja mempunya� hak 
dan kesempatan yang sama untuk 
mem�l�h, mendapatkan, atau p�ndah 
pekerjaandan memproleh penghas�lan 
yang layak d�dalam atau d�luar neger�.

4. Penempatan tenaga kerja d�laksanakan 
berdasarkan asas terbuka, bebas, 
obyekt�f, serta ad�l, dan setara tanpa 
d�skr�m�nas�.

5. Set�ap tenaga kerja waj�b d�l�ndung� 
oleh pengusah, dan leb�h leb�h tenaga 
kerja penyandang cacat waj�b d�l�ndung� 
oleh pengusaha sesua� dengan jen�s 
dan derajat kecacatannya.

6. Pengusaha d�larang mempekerjakan 
anak 

7. D�b�dang keselamatan dan kesehatan 
kerja set�ap pekerja.buruh mempunya� 
hak untuk memproleh perl�ndungan 
atas:

 a. keselamatan dan kesehatan kerja
 b. moral dan kesus�laan
 c. Perlakuan yang sesua� dengan 

harkat dan martabat manus�a serta 
n�la�-n�la� agama.

8. D�b�dang pengupahan set�ap pekerja/
buruh berhak memperoleh penghas�lan 
yang memenuh� pengh�dupan yang 
layak bag� kemanus�aan.

9. D�b�dang kesejahteraan dan kesehatan, 

set�ap pekerja/buruh dan keluarganya 
berhak untuk memperoleh jam�nan 
sos�al tenaga kerja. Pemer�ntah k�n� 
menerapkan s�stem jam�nan sos�al 
nas�onal (SJSN) jam�nan sos�al �n� 
mel�put� : jam�nan kesehatan, jam�nan 
kecelakaan kerja, jam�nan har� tua, 
jam�nan pens�un, dan jam�nan kemat�an. 
Penyelenggara program �n� ada dua: 1. 
Badan penyelenggara jam�nan sos�al 
(BPJS) kesehatan menangan� jam�nan 
kesehatan dahulu namanya Askes. 2. 
Badan penyelenggara ketenagakerjaan 
menangan� jam�nan kecelakaan 
kerja, jam�nan har� tua, dan jam�nan 
kemat�an, dahulu namanya Jamsostek, 
per�ns�p yang d�kembangkan dalam 
jam�nan ketenagakerjaan �n� yang 
sehat membantu yang sak�t, yang  
berpenghas�lan besar membantu yang 
berpenghas�lan kec�l, dan yang muda 
membantu yang tua, karena �tu dalam 
jam�nan sos�al ketenagakerjaan �n� 
d�kembangkan pr�ns�p gotong royong.

10.  Dalam membentuk ser�kat pekerja/
ser�kat buruh, set�ap pekerja/buruh 
berhak membentuk dan menjad� 
anggota ser�kat pekerja/ser�kat buruh.

11.  Dalam hal mogok kerja, mogok kerja 
merupakan sebaga� hak dasar pekerja/
buruh dan ser�kat pekerja/ser�kat buruh 
d�lakukan secara sah, tert�b, dan dama� 
sebaga� ak�bat gagalnya perund�ngan.

12. Dalam hal terjad�nya pemutusan 
hubungan kerja, pengusaha d�waj�bkan 
membayar uang pesangon dan atau 
uang penghargaan masa kerja dan 
uang penggant�an hak yang seharusnya 
d�ter�ma oleh pekerja.   
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Apa kemud�an yang menjad� kewaj�ban 
pengusaha kepada pekerja peremupuan 
untuk menyed�akan angkutan antar jemput 
pada malam har�, sesua� dengan peraturan 
undang-undang?

II. TEORI DAN METODE
Berlakunya hukum, agar tujuan 

hukum tercapa� d�perlukan fungs� hukum 
yang dapat menggerakan berbaga� t�ngkah 
laku masyarakat. Kepent�ngan h�dup t�dak 
selalu sama  dalam upaya menc�ptakan yang 
tert�b dan harmon�s, maka dalam keh�dupan 
bermasyarakat d�perlukan suatu system 
hukum yang sal�ng ber�nteraks� satu dengan 
yang la�n, Pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja/buruh ter�kat oleh hubungan hukum 
berdasarkan perjanj�an kerja, Perjanj�an 
kerja ber�s� syarat syarat kerja dan 
kond�s� kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha, Syarat kerja merupakan hak 
dan kewaj�ban para p�hak dalam hubungan 
kerja, Hukum ketenagakerjaan memast�kan 
pengusaha menjalankan kewaj�ban dan 
tanggung jawabnya sebaga� pengusaha 
sementara pekerja/buruh menjalankan 
kewaj�bannya dan tanggung jawabnya 
sebaga� pekerja/buruh m�salnya, pengusaha 
waj�b menyed�akan angkutan bag� pekerja/
buruh bekerja pada malam har�, pengusaha 
waj�b membayarkan upah kepada pekerja/
buruh, pengusaha waj�b menyed�akan s�stem 
manajamen keselamatan dan kesehatan 
kerja, pekerja/buruh waj�b menyelesa�kan 
hal-hal yang menjad� tugasnya. Dan waj�b 
mentaat� tata tert�b perusahan

Dalam konteks hukum perjanj�an 
ada asas yang harus d�perhat�kan oleh para 
p�hak dalam membuat perjanj�an ya�tu asas 
konsesual�sme, asas kebebasan berkontrak, 

asas kepr�bad�an, asas fakta sunt serfanda 
dan asas kebebasan berkonrak, menurut 
Abdul Kad�r Muhamad4 asas-asas �n� 
merupakan dasar kehendak p�hak-p�hak 
dalam mencapa� tujuan, Makna dar� pada 
asas kebebasan berkontrak Hugh Coll�ns,5 

menyatakan  mencegah kemungk�nan 
pekerja/buruh d�perlakukan sama sepert� 
komod�tas, dengan d�ber�kannya pekerja/
buruh untuk mem�l�h berart� asas �n� sesua� 
dengan per�ns�p untuk menghormat� harga 
d�r�, kebebasan, kesamaan kedudukan 
pekerja/buruh sebaga� warga Negara. Hal �n� 
sesua� dengan paham, 

Ut�l�tar�an�sme dar� Jeremy 
Bentham, ekonom� merupakan subs�stem 
yang melaksanakan masyarakat dalam 
menyesua�kan d�r� terhadap l�ngkungan 
melalu� tenaga kerja, produks� dan 
alokas�, Tujuan Negara dan tujuan hukum 
berdasarkan pandangan ut�l�tar�an�sme 
untuk mewujudkan kebahag�an terbesar 
dar� komun�tas masyarakat, maka pembuat 
undang-undang waj�b menjad�kan 
kebahag�an publ�k sebaga� tujuan pembentuk 
undang-undang, pal�ng t�dak mampu 
mencapa� tujuan, antara la�n6 untuk member� 
nafkah h�dup, untuk member� makan 
berl�mpah, untuk member� perl�ndungan, 
untuk mencapa� persamaan. Perjanj�an kerja 
menghas�lkan hubungan kerja, berperan 
sebaga� landasan hukum terc�ptanya 
tanggung jawab pengusaha,7 akan tetap� 
Sud�kno menyatakan t�dak satupun Pasal 

4 Abdul Kad�r Muhamad,Hukum Perdta Indones�a,C�tra 
Ad�tya Bhakt�,Bandung,2000,hlm.225.

5 Hugh Coll�s,Empoyment Law,Oxford Un�vers�ty 
Press,London,2003, hlm.15.

6 Candra Irawan, 2013, Dasar-Dasar Pem�k�ran Ekonom� 
Indones�a, Mandar Maju, Bandung, hlm.17.
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dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan yang menyatakan 
berlakunya tanggung jawab pengusaha, 
namun hukum ataupun perundang-undangan 
�tu t�dak lengkap selengkapnya dan selalu 
t�dak jelas sejelasnya. Oleh karena �tu perlu 
d�lengkap� atau d�jelaskan dengan mencar� 
atau menemukan hukumnya, D�samp�ng 
�tu perlu d�ketahu� juga bahwa hukum 
t�dak hanya mengejawantah dalam undang-
undang atau hukum tertul�s saja, tetap� 
juga dalam has�l penemuan hukum oleh 
hak�m yang mengejawantah dalam bentuk 
putusan yang d�sebut dengan “judge made 
law”. Meski tidak secara tegas tersurat 
dalam pasal-pasalnya, Undang-Undang No 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
member�kan peluang berlakunya kewaj�ban 
tanggung jawab perusahan terhadap pekerja/
buruh. Hal �n� d�l�hat dar� dengan adanya 
pember�an kebebasan kepada para p�hak 
untuk menentukan syarat-syarat kerja 
serta hak dan kewaj�ban dalam perjanj�an 
kerja yang d�buatnya.Pasal 1 angka 14 
Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 
“Perjanj�an kerja adalah perjanj�an antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha atau 
pember� kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewaj�ban para p�hak. Dengan 
kebebasan yang d�ber�kan oleh undang-
undang kepada para p�hak untuk membuat 
send�r� batasan-batasan mengena� hak-hak 

yang mereka dapatkan dan kewaj�ban-
kewaj�ban yang mereka harus d�laksanakan 
dalam perjanj�an kerja, maka para p�hak juga 
menuangkan hak dan kewaj�ban yang la�n 
yang d�luar peraturan perundang-undangan 
asalkan t�dak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, ketert�ban umum dan 
kesus�laan. Pember�an kebebasan kepada 
para p�hak untuk memperjanj�kan d�luar 
peraturan perundang-undangan d�karenakan 
s�fat hukum perjanj�an yang terbuka.8 Hal 
�n� merupakan bentuk pelaksanaan fungs� 
struktur hukum pada dasarnya bertujuan 
untuk mengaktual�sas�kan aturan-aturan 
hukum agar sesua� dengan yang d�c�ta-c�takan 
oleh hukum �tu send�r� yakn� mewujudkan 
s�kap atas t�ngkah laku manus�a sesua� 
dengan kerangka pem�k�ran yang d�tetapkan 
oleh hukum atau Undang-Undang.

Penel�t�an �n� menggunakan metode 
normat�f, dengan malakukan kaj�an terhadap 
peratuaran yang berlaku, dan pada prakt�knya 
menjad� sumber rujukan hukum d� Bal� 
Safar� & Mar�ne Park. 
1. Undang-Undang Dasar N RI 1945
2. K�tab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata).
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan la�nya yang terka�t.

Bahan Hukum sekunder berupa: 
l�terature/referens�, dokumen dan has�l 
penel�t�an yang sudah ada terka�t dengan 
permasalahan yang d�tel�t�.

III. PEMBAHASAN
Bal� Safar� & Mar�ne Park yang 

keberadaanya d� G�anyar Bal� merupakan  

7 Perlu d�ketahu� bahwa Undang-Undang 
Ketenagakerjaan t�dak mencabut berlakunya Pasal-
Pasal dalam KUHPerdata terka�t dengan hubungan 
kerja. Dalam Bab Penutup Pasal 192 Undang-Undang 
No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan d�tentukan 
beberapa peraturan perundang -undangan d�nyatakan 
sudah t�dak berlaku lag�, yang terd�r� atas 6 Ordonans� 
dan 9 Undang-undang.

8 PNH.S�manjutak, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 
Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.332.
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obyek w�sata yang d�bangun d�atas lahan 
40 hektar dengan koleks� satwa sek�tar 80 
sp�c�es atau kurang leb�h  400 ekor koleks�9 

Bal� Safar� & Mar�ne Park mempunya� m�s� 
dan v�s� men�ngkatkan sumber pendapatan 
daerah Bal� sebaga� tujuan w�sata seluruh 
dun�a, menambah khsanah obyek w�sata 
baru d� Bal�, member pengetahuan tentang 
satwa l�ar dan pelestar�an l�ngkungan 
h�dup, memadukan kultur budaya Bal� 
dengan Alam yang d�kenal dengan sebutan 
Bal�  Safar� & Mar�ne Park berperan akt�f 
dalam keg�atan konsevas� alam, dar� seg� 
pend�d�kan menunjang kemajuan khusunya 
bag� para mahas�swa berbaga� d�s�pl�n �lmu 
yang berbeda antara la�n kedokteran hewan, 
b�olog�, par�w�sata, sastra Taman safar� 
Indones�a �n� d�lengkap� dengan Rumah 
Sak�t.

D�dalam Pasal 76 angka (4) Undang-
Undang No 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sudah d�tentukan bahwa 
pengusaha waj�b mnyed�akan angkutan 
antar jemput bag� pekerja.buruh yang 
berangkat dan pulang bekerja antar pukul 
23.00-sampa� dengan pukul 05.00, dalam 
pengert�an waj�b hukumnya bag� pengusaha 
menyed�akan angkutan yang berfungs� untuk 
mem�ndahkan orang atau barang ketempat 
la�n dengan maksud untuk men�ngkatkan 
daya guna dan n�la�, oleh karena �tu dapat 
d�katakan bahwa pengangkutan merupakan 
b�dang keg�atan yang sangat v�tal dalam 
keh�dupan masyarakat.

Untuk melaksanakan hubungan 
�ndustr�al pengusaha mempunya� fungs� 
menc�ptakan kem�traan, mengembangkan 
usaha, memperluas lapangan kerja, dan 

member�kan kesejahteraan pekerja/buruh 
secara terbuka, demokras�, dan berkead�lan, 
beg�tu juga pekerja/buruh mempunya� 
fungs� menjalankan pekerjaan sesua� 
dengan kewaj�bannya, menjaga ketert�ban, 
dem� kelangsungan produks� serta �kut 
memajukan perusahan dan memperjuangkan 
kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
Dan pemer�ntah melakukan pengawasan, 
melakukan pen�ndakan terhadap 
pelanggaran peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan.

Manfaat keberadaan Bal� Safar� & 
Mar�ne Park men�ngkatkan dev�sa Negara 
dan pendapatan daerah lewat kunjungan para 
w�satawan mancanegara, keahad�ran Bal� 
Safar� & Mar�ne Park juga men�ngkatkan 
kesejahteraan masyarakat d�sek�tarnya 
antara la�n, melalu� pengadaan kebutuhan 
operas�onal Bal� Safar� & Mar�ne Park sepert� 
pakan ternak, ransum karyawan, pend�d�kan/
par�w�sata umum dan penyerapan tenaga 
kerja.

Terka�t  mengena� tenaga kerja wan�ta 
yang bekerja d� Bal� safar� & Mar�ne Park, 
selaku karyawan Customer serv�ce (Ibu 
I Gust� Ayu Agung Intan Pradnyawat�) 
mengemukakan bahwa angkutan antar 
jemput karyawan d�sed�akan oleh pengusaha, 
m�salnya dar� kabupaten Badung, Kabupaten 
Denpasar stop po�nt ada d� daerah tohpat�, 
sedangkan dar� daerah Kabupaten G�anyar 
karyawan membawa kendaraan send�r�, 
karena ada d�sek�tar lokas� d�mana mereka 
bekerja, m�salnya dar� desa serongga, 
dar� desa medahan, dar� desa keramas, 
dar� desa Bona dan dar� kota G�anyar,10 
selanjutnya departemen sales & marketing 
(�bu an� Sanjaya Purba) mengemukakan 
bahwa karyawan yang t�dak membawa 9 Sumber data Bal� Safar� & Mar�ne Park.
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kendaraan pr�bad� d�sed�akan angkutan oleh 
pengusaha hal �n� sudah d��nformas�kan 
ket�ka membuat perjanj�an kerja.11 D�dalam 
membuat perjanj�an kerja antara pengusaha 
dengan pekerja.buruh sudah d�tentukan 
salah satu dar� �s� perjanj�an antar la�n 
pengusaha menyed�akan angkutan bag� 
karyawan. D�s�s� la�n wawancara dengan 
sales safar� wonder Anak Agung Yun�at� 
menerangkan bahwa dengan d�sed�akannya 
angkutan oleh pengusaha karyawan t�dak 
semua menggunakan fas�l�tas yang sudah 
d�sed�akan oleh pengusaha, karena j�ka 
menggunakan angkutan perusahan karyawan 
harus datang dengan tepat waktu (on time).
sedangkan karyawan datangnya t�dak sesua� 
dengan jadwal yang telah d�tentukan oleh 
perusahan.12

Ka�tannya dengan perjanj�an kerja yang 
melah�rkan hubungan keja antara pengusah 
dengan pekerja/buruh, pada asasnya 
pengusaha dengan pekerja/buruh mempunya� 
kebebasan dalam menentukan kond�s� dan 
syarat-syarat kerja dalam perjanj�an kerja, 
kebebasan �n� d�batas� oleh campur tangan 
Negara dalam bentuk peraturan perundang-
undangan. Intervens� negara �n� d�maksudkan 
untuk mel�ndung� pekerja/buruh sebaga� 
ak�bat kedudukan pekrja.buruh yang lemah 
d�band�ng pengusaha dar� s�s� ekonom�.

Mengena� kewaj�ban pengusaha 

menyed�akan angkutan bag� pekerja/buruh 
mekan�smenya tertuang dalam Pasal 76 
angka (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan 
pengusaha yang mempekerjakan pekerja.
buruh perempuan pada malam har� pengusaha 
waj�b menyed�akan angkutan antar jemput 
bag� pekerja/buruh yang berangkat dan 
pulang. Oleh karena �tu p�hak pengusaha 
sudah menentukan secara jelas (baca Bal� 
Safar�& Mar�ne Park) melaksanakan syarat-
syarat dan kond�s� kerja kepada pekerja/buruh 
dan t�dak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
kontek hukum perjanj�an d�kenal adanya 
asas yang pent�ng yang harus d�perhat�kan 
yakn� asas konsesual�sme, menurut Abdul 
Kad�r Muhamad asas �n� merupakan dasar 
kehendak para p�hak-p�hak dalam mencapa� 
suatu tujuan.13

Dalam konteks pembangunan 
ketenagakerjaan sudah terpenuh� hak-hak 
dan perl�ndungan yang mendasar bag� tenaga 
kerja dan pekerja.buruh serta mewujudkan 
kond�s� yang kondus�f. Selanjutnya 
wawancara dengan departemen finance 
(N� Wayan Agust�n�) yang member�kan 
keterangan, bahwa ket�ka menandatangan� 
kontrak kerja dengan p�hak pengusaha 
sudah d� �nformas�kan p�hak pengusaha 
menyed�akan angkutan bag� karyawan yang 
berdom�s�l� d� luar Kabupaten G�anyar, stop 
point ada d� Tohpat� 

Dar� has�l penel�t�an �n� menunjukkan 
sebaga� ber�kut:

D� Bal� Safar� & Mar�ne Park sudah 
melaksanakan kewaj�ban pengusaha untuk 

10 Wawancara dengan customer service (I Gust� Ayu 
Agung Intan Pradnyawat�) pada tanggal 21 Agustus 
2015, pukul 11.30 WITA, bertempat d� Bal� Safar� & 
Mar�ne Park G�anyar.

11 Wanwacara dengan sales & marketing (An� Sanjaya 
Purba) ,tanggal 12 September 2015, pukul 12.30  
WITA bertempat d� Bal� Safar� & Mar�ne Park 
G�anyar.

12 Wawancara dengan departemen sales safar� wonder,d� 
Bal� Safar� & Mar�ne Park G�anyar (Anak Agung 
Yun�at� ) pada tanggal 23 september 2015, pukul 16.00 
WITA.

13 Abdul Kad�r Mumamad, 2000, Hukum Perdata 
Indonesia, C�tra Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm.225.
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menyed�akan angkutan bag� karyawan 
perempuan yang bekerja pada malam har�, 
yang d�amanatkan oleh  Undang-Undang 
Ketenagakerjaan (l�hat Pasal 76 angka 
(4) Undng-Undang No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, jad� d�s�n�lah 
letak tanggung jawab pengusaha yang 
mempekerjakan  pekerja perempuan pada 
malam har� untuk perjalanan dar� kantor 
h�ngga pulang kerumah , hal �n� juga sesua� 
dengan yang d�atur dalam Pasal 2 Keputusan 
Menter� Tenaga Kerja dan Transm�gras� 
Republ�k Indones�a Nomor Kep-224/
Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewaj�ban 
Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/
Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 
Sampa� dengan 07.00:
(1)  Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh perempuan antara 
pukul 23.00 sampa� dengan 07.00 
berkewaj�ban untuk:

 a.  Member�kan makanan dan 
m�numan berg�z�;

 b.   Menjaga kesus�laan dan keamanan 
selama d� tempat kerja.

(2)  Pengusaha waj�b menyed�akan 
angkutan antar jemput bag� pekerja/
buruh perempuan yang berangkat dan 
pulang bekerja antara pukul 23.00 
sampa� dengan 05.00.
Akan tetap�, memang ada aspek la�n 

yang pent�ng d�perhat�kan d� s�n�, yakn� aspek 
kesehatan pekerja, terutama pekerja yang 
sedang ham�l. Sejat�nya pengusaha waj�b 
member�kan perl�ndungan yang mencakup 
kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan 
baik mental maupun fisik tenaga kerja. 

Dengan menyed�akan angkutan 
bag� pekerja perempuan tampak jelas Bal� 
Safar� & Mar�ne Park membukt�kan untuk 
mewujudkan keperdul�annya terhadap 

pekerja perempuan yang bekerja pada 
malam har�, seh�ngga Undang-Undang 
ketenagakerjaan menjam�n perl�ndungan 
bag� pekerja/buruh perempuan dalam proses 
produks� barang /jasa dan me�ngkatkan 
pendapatan ba�k bag� pengusaha maupun 
kesejahteraan bag� pekerja dan keluarganya 
sesua� dengan hubungan �ndustr�al yang 
harmon�s dan berkead�lan.    

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun sebaga� s�mpulan penel�t�an 

has�l akh�r atas �mplementas� Pengusaha 
menyed�akan angkutan antar Jemput bag� 
pekerja/buruh perempuan yang berangkat 
dan pulang bekerja pada malam har�, dapat 
d�s�mpulkan pengusaha sudah menyed�akan 
angkutan bag� karyawan Bal� Safar� & Mar�ne 
Park yang berada d�luar Kabupaten G�anyar, 
sedangkan yang berada d� kabupaten G�anyar 
karyawan menggunakan kendaraan send�r�.

Pegawa� yang bertanggung jawab 
d� b�dang ketenagakerjaan melakukan 
pemb�naan, pengawasan untuk menegakkan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
no 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan, 
seh�ngga dapat mewujudkan hubungan 
�ndustr�al yang harmon�s, dan berkead�lan. 
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